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ABSTRAK 

 

 

ANALISIS PUTUSAN HAKIMPENGADILAN NEGERI PALEMBANG 

NOMOR 191/PID.SUS/2017/PN.PLG DALAM KASUS TINDAK 

PIDANAPELECEHAN SEKSUAL ANAK 

 

 

GAVIOTA CAHAYANAINI 

 

Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait 

dengan seks yang diinginkan dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun 

fisik merujuk pada seks. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggolongkan 

tindak pidana pelecehan seksual ke dalam tindak pidana kesusilaan. Kejahatan 

pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia dengan menimbulkan korban, pada 

ummumnya anak-anak dan wanita. Anak merupakan bagian dari generasi muda 

dan sumber daya manusia yang potensial.. 

Permasalahan yang timbuladalah bagaimana pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pelecehan seksual anak serta apakah 

putusan tersebut sudah sesuai dengan rasa keadilan. Metode yang digunakan 

dalam skripsi ini adalah jenis penelitiannya yang dilakukan termasuk dalam 

kategori penelitian hukum normatif. Cara menganalisis data dalam kasus ini 

adalah deduktif yaitu suatu pola berfikir yang mendasarkan pada hal-hal yang 

bersifat umum dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. 

Dalam bahasan ini kasus tindak pidana pelecehan seksual adalah kejahatan 

yang luar biasa dan penangganannya juga harus luar biasa. Dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana kasus ini diatur dalam Undang-Undang Nomor  35 Tahun 

2014 tentang Perlindungan Anak. 

Dapat disimpulkan bahwa analisis pertimbangan hakim yuridis dan 

sosiologis dijatuhkan dengan terpenuhinya unsur pasal 82 ayat 1 jo Pasal 76 E 

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta 

Putusan tersebut belum sesuai dengan rasa keadilan karena hakim menjatuhkan 

hukuman ppidana terhadap terdakwa dibawah putusan minimum. 

 

Kata Kunci : Dasar Pertimbangan, Putusan Hakim, Pelecehan Seksual Anak. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

       Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan tujuan 

nasional bangsa Indonesia, yaitu: membentuk suatu pemerintah negara 

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi dan keadilan sosial yang berdasarkan Pancasila. 

       Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya 

pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian 

pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu, termasuk diantaranya 

pembangunan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah 

satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sebagai amanat konstitusi. 

Manusia sudah mencoba memahami asal – usul penyakit dan cara 

mengobatinya sejak 5000 SM.1) Ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang 

kedokteran berkembang dengan pesat di akhir abad 20 memasuki abad 21. 

Salah satunya adalah kemajuan dalam teknik transplantasi organ.Transplantasi 

organ dan/atau jaringan tubuh manusia merupakan tindakan yang sangat 

bermanfaat bagi pasien dengan gangguan organ tubuh yang berat. Walaupun 

transplantasi organ dan/atau jaringan itu telah lama dikenal dan hingga 

                                                           
1)  Tim Program BSB (Belajar Sambil Bermain). 2011.  Sekilas Sejarah Dunia. Bali; 

Buku Arti, hal 1 
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sekarang terus berkembang dalam dunia kedokteran, namun tindakan medik 

ini tidak dapat dilakukan begitu saja, karena masih harus mempertimbangkan 

sisi non medik, yaitu segi agama, hukum, budaya, etika dan moral. 

Perkembangan transplantasi organ tubuh manusia semakin 

berkembang, tidak hanya organ jantung manusia, namun berkembang ke 

cangkok ginjal, hati, dan beberapa organ lain termasuk jaringan tubuh manusia 

seperti jaringan otot maupun syaraf. Ketika tingkat keberhasilan trasnplantasi 

organ semakin meningkat maka permintaan atas organ dan jaringan tubuh 

manusia yang akan dijadikan donor juga akan semakin meningkat, pada awal 

mula perkembangan teknologi transplantasi organ tubuh manusia sumber 

donor berasal dari pihak keluarga semata, namun bisa juga semakin hari mulai 

berkembang ke lingkar yang lebih luas.2) 

Apabila ditinjau dari sisi cara mendapatkan donor untuk transplantasi, 

ada transplantasi legal (tidak ada unsur melawan hukum/Undang-undang) dan 

ada transplantasi ilegal (ada unsur melawan hukum). Transplantasi legal 

apabila donor didapat secara sukarela dan tanpa ada paksaan dari siapapun, 

sedangkan transplantasi ilegal apabila donor mengkomersilkan organ 

tubuhnya dengan nominal tertentu kepada resipien atau keluarganya. Pada 

pelaksanaan transplantasi kornea mata, donor kornea akan mendaftar ke bank 

mata dan apabila meninggal, kornea matanya dapat diambil untuk 

ditransplantasikan kepada orang yang memerlukan kornea tanpa ada 

kompensasi. 

                                                           
2)  Farid Aziz. 2008. Paduan Pelayanan Medik Model Interdisiplin Penatalaksanaan 

Kanker Serviks Dengan Gangguan Ginjal. Jakarta: Buku Kedokteran EGC, hal 42 
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Tingginya angka keberhasilan dari transplantasi maka menyebabkan 

semakin banyak permintaan akan organ tubuh untuk tujuan transplantasi maka 

keterbatasan donor yang tersedia menjadi salah satu permasalahan dan hal 

tersebut semakin membuka kemungkinan untuk terjadinya perdagangan organ 

tubuh secara ilegal. Praktek perdagangan organ tubuh ini menjadi suatu 

prospek yang menguntungkan dan menjanjikan mengingat keuntungan yang 

bisa didapat dari suatu organ yang diperjualbelikan. Ditengah himpitan 

ekonomi yang dirasakan masyarakat dewasa ini, maka perdagangan organ 

tubuh ini menjadi lahan empuk untuk mencari penghasilan dan keuntungan. 

Seperti yang dikutip dari Jurnal Medical Update “Turisme 

Transplantasi Organ” Agustus 2007, sudah menjadi konsesnus universal 

bahwa organ tubuh manusia tidak boleh diperjualbelikan meskipun biaya 

operasi sangat mahal sehingga tidak semua orang mampu membayar.  

Keterbatasan donor yang tersedia dirumah sakit menjadi salah satu 

faktor penghambat untuk melakukan transplantasi, sehingga banyak 

masyarakat yang mau membayar mahal organ tubuh guna melakukan 

transplantasi, hal ini membuka kemungkinan terjadinya perdagangan organ 

tubuh manusia di tengah-tengah masyarakat, mengingat langkanya donor yang 

tersedia, otomatis organ tubuh manusia menjadi barang yang mahal dan 

banyak dicari sehingga perdagangan organ tubuh manusia ini menjadi hal 

yang sangat menguntungkan dan menjanjikan. Praktik perdagangan organ 

tubuh manusia sudah banyak terjadi di Indonesia dengan berbagai modus, 

mulai dari persetujuan pendonor untuk mendonorkan organ tubuhnya, 
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penipuan terhadap pendonor sampai dengan pembunuhan untuk mendapat 

organ tubuh tersebut. 

Transplantasi organ kini justru menjadi perdagangan organ yang ilegal. 

Dalam artikel yang ditulis oleh Lucky, banyak modus jual beli organ 

dilakukan oleh sejumlah pihak diantaranya seseorang menjual organ tubuhnya 

karena terdesak kebutuhan ekonomi, seseorang mencari donor organ tubuh 

dengan menipu, dan diduga sejumlah kasus pembunuhan ditengarai berkaitan 

erat dengan tujuan mengambil organ tubuh korban kemudian dijual. 

Perdagangan organ tubuh manusia merupakan sebuah ancaman dan 

juga kejahatan bagi kemanusiaan ”crimes against humanity“, maka 

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) kemudian merumuskan praktek 

perdagangan organ tubuh manusia yang dilakukan dengan cara dan tujuan 

ilegal sebagai bagian dari Kejahatan Internasional.3) Berdasarkan rumusan 

yang diberikan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 

sebagai pelaksanan dari United Nations Convention against Transnational 

Organized Crime (UNTOC) dan Protocols Thereto, dijelaskan bahwa 

pengambilan organ dalam praktek perdagangan organ tubuh manusia sebagai 

bentuk lain eksploitasi manusia yang harus diberantas, sehingga dalam upaya 

pemidanaan terhadap kegiatan perdagangan ilegal organ tubuh manusia perlu 

dilakukan terobosan-terobosan hukum dan yuridiksi terhadap segenap upaya 

percobaan tindakan perdagangan organ tubuh manusia. PBB juga telah 

memiliki inisiatif untuk memberikan perhatian pada perdagangan organ tubuh 

                                                           
3) http://tiyangkayunan.blogspot.com/2012/04/perdagangan-organ-tubuh-manusia.html, 

diakses tanggal 05 April 2018 



5 
 

 

melalui United Nation Global Initiatif to Fight Human Trafficking (UN 

GIFT).Berdasarkan rumusan yang diberikan oleh UN GIFT, dijelaskan 

perdagangan organ adalah kejahatan yang terjadi dalam 3 kategori besar. 

Pertama, ada kasus di mana pedagang memaksa atau menipu korban agar 

memberikan organnya. Kedua, ada kasus di mana korban secara formal 

maupun informal setuju untuk menjual organ dan ditipu karena mereka tidak 

dibayar untuk organ yang dijual atau dibayar kurang dari harga yang 

dijanjikan. Ketiga, orang yang rawan sebagai korban diperlakukan seperti 

orang sakit, padahal sejatinya penyakit itu tidak pernah ada.Setelah itu, organ 

dikeluarkan tanpa sepengetahuan korban.4) 

Perdagangan organ tubuh manusia ini sendiri telah di jelas dilarang 

dalam pasal 192 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan 

berbunyi:  

Setiap orang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan 

tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) 

dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling 

banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) 

Berawal terbongkarnya kasus perdagangan organ tubuh anak ketika 

ada anak laki-laki yang di laporkan hilang oleh orang tuanya. Awalnya anak 

laki-laki yang berinisial AB diculik oleh orang yang tidak di kenal, karena 

orang tua AB merasa khawatir lalu melaporkan kejadian hilangnya AB kepada 

pihak kepolisian. 

                                                           
4)  https://news.detik.com/berita/d-1899085/pbb-jual-beli-organ-tubuh-organized-crime-

ada-3-jenis-kasus, diakses tanggal 05 April 2018 

https://news.detik.com/berita/d-1899085/pbb-jual-beli-organ-tubuh-organized-crime-ada-3-jenis-kasus
https://news.detik.com/berita/d-1899085/pbb-jual-beli-organ-tubuh-organized-crime-ada-3-jenis-kasus
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Setelah ada laporan ini pihak kepolisian berusaha keras untuk 

menumakan AB, namun pihak kepolisian sulit untuk menemukan AB karena 

kurangnya informasi.Setelah beberapa hari hilangnya AB, penculik akhirnya 

mengembalikan AB. Akhirnya AB di temukan dengan keadaan yang 

memprihatinkan. AB di temukan dengan tubuh yang tidak lengkap karena 

ginjal dan jantungnya sudah tidak ada, selain itu mulut AB di sumpal dengan 

uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).  

Sampai saat ini tersangka penculikan dan penjualan organ anak belum 

tertangkap sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Tidak ada 

kelanjutan kasus tersebut. Pengawasan terkait dengan perdagangan organ 

tubuh anak masih lemah di Indonesia, bahkan polisi kesulitan untuk 

membuktikan hal itu. 

Meskipun adanya peraturan yang melarang perdangangan organ tubuh 

manusia tetapi praktik perdagangan organ tubuh manusia masih banyak 

dilakukan dan sebagian dilakukan secara terang-terangan di Indonesia. Sangat 

jarang pula ditemukan kasus mengenai perdagangan organ tubuh manusia 

sampai ke pengadilan. Hal ini sangat erat kaitanya dengan pembangunan dan 

penegakan hukum. Pembangunan dan penegakan hukum pada hakekatnya 

merupakan bagian integral dari upaya membangun dan meningkatkan kualitas 

lingkungan hidup yang lebih berbudaya dan lebih bermakna. Oleh karena itu, 

apabila penegakan hukum sedang menurun kualitasnya, berarti adanya 

penurunan atau kemerosotan kualitas lingkungan hidup masyarakat. Faktor 

yang mempengaruhi dapat berupa kualitas individual sumber daya manusia, 
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kualitas institusional (struktur hukum, termasuk mekanisme tata kerja dan 

manajemen), kualitas sarana-prasarana, kualitas perundang-undangan 

(substansi hukum), dan kualitas kondisi lingkungan (sistem sosial, ekonomi, 

politik, budaya termasuk budaya hukum masyarakat).5) 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis tertarik untuk 

mengkaji permasalahan tersebut untuk memenuhi penulisan skripsi dengan 

mengambil judul : “PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA 

UNTUK TUJUAN TRANSPLANTASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM 

PIDANA MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 

TENTANG KESEHATAN” 

B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat 

dikaji adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana terkait perdagangan organ tubuh 

manusia berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2009? 

2. Apa factor penyebab terjadinya perdagangan organ tubuh di Indonesia? 

 

 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian 

Pada pembahasan ini terfokus pada UU No 36 tentang kesehatan 

terkait perdagangan organ tubuh. 

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut: 

                                                           
5) Barda Nawawi Arief. 2001. Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan 

Kejahatan, Citra Aditya Bakti. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 15-16 



8 
 

 

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terkait perdagangan organ 

tubuh manusia berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2009. 

2. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap perdagangan organ 

tubuh secara illegal. 

 

D. Metode Penelitian 

1. Sifat/Materi Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum 

kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 

pustaka atau data sekunder belaka. 

2. Sumber Data 

a. Bahan hukum primer 

Yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dalam hal ini berupa:  

1) Undang-Undang Dasar 1945 

2) KUHP, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang 

5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1981 tentang Bedah 

Mayat Klinis, Bedah Mayat Anatomis dan Transplantasi Alat 

Atau Jaringan Tubuh Manusia 

b. Bahan hukum sekunder 

1) Karyakarya tulis dari kalangan hukum 
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2) Pendapat para pakar hukum 

3) Buku-buku ilmiah tentang tindak pidana perdagangan orang 

4) Hasil penelitian berkaitan dengan permasalahan yang diteliti 

yaitu tentang tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia 

c. Bahan hukum tersier 

1) Majalah, surat kabar, jurnal dan website 

3. Alat Pengumpulan Data 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian dikumpulkan Penulis dengan 

cara studi dokumen yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, 

buku-buku referensi yang berhubungan dengan permasalah yang dibahas 

yaitu tentang perdagangan organ tubuh manusia dihubungkan dengan 

tindak pidana perdagangan orang, artikel-artikel yang diperoleh dari 

website-website di internet yang semuanya berhubungan dengan materi 

dalam pembahasan penulisan hukum ini. 

4. Analisis Data 

Hasil penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mencapai 

kepastian hukum, dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-

undangan, sehingga ketentuan-ketentuan yang satu dengan yang lainnya 

tidak bertentangan dengan ketentuan lainnya. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 

(empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut : 
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BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang memberikan   gambaran umum 

tentang latar belakang masalah, permasalahan, ruang lingkup dan 

tujuan penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : Merupakan tinjauan pustaka yang berisi paparan tentang kerangka 

teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang kan dibahas. 

BAB III : Merupakan pembahasan yang menggambarkan tentang hasil 

penelitian, sehubungan dengan masalah hukum yang diangkat 

BAB IV : Merupakan bagian penutup dari pembahasan yang di format dalam 

kesimpulan dan saran 
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